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I. UMUM 

Dalam era globalisasi perdagangan dunia saat ini, persaingan untuk 

mendapatkan pasar sedemikian ketat, belum lagi biaya logistik yang mahal 

akan menyebabkan pengusaha kesulitan untuk dapat merebut pangsa 

pasar luar negeri. Oleh karena itu daya saing produk ekspor Indonesia perlu 

ditingkatkan antara lain dengan jalan efisiensi proses produksi, efisiensi 

distribusi barang, peningkatan mutu/kualitas barang, memperlancar arus 

keluar masuknya barang ke dan dari Indonesia serta tersedianya sarana 

promosi dalam mendukung pemasarannya. Peningkatan mutu barang dan 

efisiensi proses produksi tersebut dapat lebih dipacu apabila persediaan 

bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri tersedia cepat dan tepat 

waktu serta produk yang dihasilkan belum dibebani dengan kewajiban 

kepabeanan, cukai, dan perpajakan. 

Dalam rangka meningkatkan daya saing nasional, menurunkan biaya 

logistik, dan mengurangi beban penimbunan, serta menurunkan dwelling 

time di pelabuhan, sesuai amanat Pasal 44 ayat (1a) Undang Undang 

Kepabeanan, pemerintah mengembangkan bentuk lain Tempat Penimbunan 

Berikat, yaitu  Pusat Logistik Berikat (PLB) yang diharapkan mampu 

menjawab kebutuhan pelaku usaha dan kebutuhan pemerintah dalam 

menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif dengan cara sebagai 

berikut: 
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1. mendekatkan jarak antara pelaku usaha dengan bahan baku di dalam 

negeri sehingga dapat mendorong penurunan harga bahan baku dan 

menurunkan harga produksi pabrik. Pelaku usaha di dalam negeri juga 

akan diuntungkan oleh kondisi tersebut karena mereka dapat 

memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih murah, dalam waktu 

yang lebih cepat, sehingga hasil produksinya pun dapat bersaing di 

pasar internasional; 

2. menarik investasi, dengan adanya PLB diharapkan perusahaan-

perusahaan asing dapat mendirikan perusahaan atau membuka 

perwakilan perusahaannya di Indonesia sehingga ada potensi 

penerimaan negara dari sektor perpajakan; dan 

3. mengurangi beban penimbunan dan menurunkan dwelling time di 

Pelabuhan. Dengan adanya PLB, diharapkan pelaku usaha dapat 

memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menimbun barang sehingga tidak 

menumpuk barang di pelabuhan. Dengan berkurangnya penumpukan 

barang di pelabuhan dapat juga mengurangi dwelling time karena barang 

dapat langsung keluar pelabuhan ke PLB dan barang tidak perlu di 

timbun dengan jangka waktu yang lama di pelabuhan. 

Selain terobosan pembentukan PLB sebagai suatu bentuk Tempat 

Penimbunan Berikat yang baru, pemerintah juga senantiasa melakukan 

pengembangan dan penyempurnaan ketentuan terkait pemberian insentif 

fiskal dalam rangka lebih mendorong minat investasi, antara lain sebagai 

berikut: 

1. melakukan harmonisasi insentif fiskal (perlakuan perpajakan 

Kepabeanan dan/atau Cukai) yang diberikan melalui skema-skema 

fasilitas yang sudah ada, seperti pembebasan Cukai di Tempat 

Penimbunan Berikat dan belum dikenakan PPN penyerahan atas barang 

yang dikeluarkan dari PLB ke perusahaan penerima fasilitas. Tujuan 

dilakukannya penyelarasan fasilitas fiskal tersebut adalah untuk 

menurunkan harga produksi pabrik yang tinggi di Indonesia serta untuk 

memperlancar arus barang secara efektif dan efisien untuk menjamin 

kebutuhan bahan baku bagi industri dalam negeri sehingga dapat 

meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik, regional, 

dan global. 

2. menambahkan tempat asal pemasukan dan tempat tujuan pengeluaran 

barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat sehingga barang 

yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat juga dapat berasal dari 
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Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan/atau Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas), dan barang-barang tersebut 

juga dapat dikeluarkan dengan tujuan ke KEK dan/atau Kawasan 

Bebas. Hal tersebut dilakukan dalam rangka harmonisasi antar fasilitas 

yang diberikan kepada stakeholder, sehingga dapat memberikan 

kemudahan terhadap perusahaan pengguna fasilitas dalam melakukan 

pengadaan/penyediaan barang-barang untuk kebutuhan industrinya 

(supply chain). 

3. menambahkan lokasi Toko Bebas Bea (Duty Free Shops) di terminal 

kedatangan bandar udara internasional di Kawasan Pabean. 

Penambahan tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada 

orang tertentu yang berhak membeli barang di Toko Bebas Bea dalam 

memperoleh barang impor dengan tujuan untuk dikonsumsi serta 

diharapkan juga dapat menjadi bagian upaya pemerintah untuk 

meningkatkan perekenomian melalui sektor pariwisata.  

Dengan berbagai latar belakang dan tujuan pemerintah sebagaimana 

tersebut di atas, dilakukan perubahan ketentuan mengenai Tempat 

Penimbunan Berikat sebagai salah satu bagian paket kebijakan yang 

diterbitkan pemerintah untuk menciptakan kondisi perekonomian yang 

kondusif. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

 Angka 1 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

 

Pasal 2  

Ayat (1)  

   Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Yang dimaksud dengan ‘‘pengawasan’’ adalah 

pengawasan atas keluar masuknya barang dari dan ke 

Tempat Penimbunan Berikat, untuk mencegah 

terjadinya penyalahgunaan atas fasilitas yang diberikan. 
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Pengawasan dilakukan dengan tetap menjamin 

kelancaran arus barang. 

Angka 3 

 Pasal 3 

Cukup jelas. 

Angka  4 

 

 Pasal 4  

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

    Cukup jelas. 

Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

Ayat (4) 

         Cukup jelas. 

Ayat (5) 

 Yang dimaksud dengan “ketentuan kepabeanan di 

bidang impor” adalah mengenai ketentuan kepabeanan 

serta ketentuan larangan dan  pembatasan. 

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

Ayat (7) 

 Cukup jelas. 

Angka 5 

 Pasal 7  

 Cukup jelas.  

Angka 6 

Pasal 11  

 Cukup jelas. 

Angka 7 

Pasal 14  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

 Yang dimaksud dengan “cap Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai  dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah tidak dipungut” adalah stempel yang 

bertuliskan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah tidak dipungut eksekusi dari Peraturan 

Pemerintah ini. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4a) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

 Yang dimaksud dengan “cap Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai  dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah tidak dipungut” adalah stempel yang 

bertuliskan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai  dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah tidak dipungut eksekusi dari Peraturan 

Pemerintah ini. 

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

Ayat (7) 

 Yang dimaksud dengan “barang” termasuk sisa hasil 

produksi dari proses produksi di Kawasan Berikat. 

Ayat (8) 

 Cukup jelas. 

Angka  8 

 

 Pasal 24  

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

Ayat (3)  

 Yang dimaksud dengan “cap Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai  dan Pajak Penjualan atas 
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Barang Mewah tidak dipungut” adalah stempel yang 

bertuliskan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai  dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah tidak dipungut eksekusi dari Peraturan 

Pemerintah ini. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

  Ayat (5)  

 Yang dimaksud dengan “cap Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai  dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah tidak dipungut” adalah stempel yang 

bertuliskan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai  dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah tidak dipungut eksekusi dari Peraturan 

Pemerintah ini. 

Ayat (6) 

  Cukup jelas. 

Ayat (7)  

 Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9)  

Cukup jelas. 

Angka 9 

 

Pasal 29  

Cukup jelas. 

Angka 10 

 

Pasal 30  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 Ayat (3)  

 Yang dimaksud dengan “cap Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai  dan Pajak Penjualan atas 
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Barang Mewah tidak dipungut” adalah stempel yang 

bertuliskan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah tidak dipungut eksekusi dari Peraturan 

Pemerintah ini. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

 Ayat (5)  

 Yang dimaksud dengan “cap Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai  dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah tidak dipungut” adalah stempel yang 

bertuliskan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah tidak dipungut eksekusi dari Peraturan 

Pemerintah ini. 

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

Angka 11 

 

 Pasal 32  

Cukup jelas. 

 Angka 12 

 

 Pasal 35  

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3)  

 Yang dimaksud dengan “cap Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai  dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah tidak dipungut” adalah stempel yang 

bertuliskan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah tidak dipungut eksekusi dari Peraturan 

Pemerintah ini. 
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Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

 Angka 13 

 

 Pasal 42A  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Huruf a 

Pengusahaan Pusat Logistik Berikat dilakukan 

oleh pengusaha Pusat Logistik Berikat apabila 

pengusahaan Pusat Logistik Berikat dilakukan 

oleh 1 (satu) badan hukum yang merupakan 

penyelenggara Pusat Logistik Berikat. 

Huruf b 

Pengusahaan Pusat Logistik Berikat dilakukan 

oleh pengusaha di Pusat Logistik Berikat 

merangkap sebagai penyelenggara di Pusat 

Logistik Berikat apabila pengusahaan Pusat 

Logistik Berikat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) 

badan usaha.  

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

Ayat (7)  

Cukup jelas. 
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Ayat (8) 

Yang dimaksud dengan “badan usaha’’ meliputi antara 

lain bentuk usaha tetap yang merupakan bentuk usaha 

yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak 

bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua 

belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang 

dapat berupa: 

a. tempat kedudukan manajemen; 

b. cabang perusahaan; 

c. kantor perwakilan; 

d. gedung kantor; 

e. pabrik; 

f. bengkel; 

g. gudang; 

h. ruang untuk promosi dan penjualan; 

i. pertambangan dan penggalian sumber alam; 

j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau 

kehutanan; 

l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai 

atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 

(enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan; 

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang 

kedudukannya tidak bebas; 

o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang 

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia yang menerima premi asuransi atau 

menanggung risiko di Indonesia; dan 

p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis 

yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh 

penyelenggara transaksi elektronik untuk 
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menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 

 Ayat (9)  

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 42B  

  Cukup jelas. 

 

Pasal 42C  

Cukup jelas. 

 

Pasal 42D  

Cukup jelas. 

 

Pasal 42E  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”izin lainnya” antara lain 

izin mendirikan bangunan, akta pendirian usaha, 

dan kartu identitas pemohon izin. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 Ayat (3)  

  Cukup jelas. 

 

Pasal 42F  

Cukup jelas. 

Angka 14 

 

 Pasal 46A 

  Cukup jelas. 
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 Pasal 46B 

  Cukup jelas. 

 

Pasal II 

Cukup jelas. 
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